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 MOTTO  

Segala Sesuatu yang Bisa Kau Bayangkan Adalah Nyata.*1) 

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunanya. **2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-

dunia/ diakses pada 6 Juni 2018; 15.30 
2.https://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/01/21162529/Ditjen.Pajak.Siap.Ganti

.Slogan.Wajib.Pajak diakses pada 7 Juni 2018; 15.50 
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RINGKASAN 

 Prosedur Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 

PPN atas pembelian Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember; Muhammad Rizaldi Kurniawan, 150903101041; 

2018: 105 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada tanggal 26 April sampai dengan 7 

Mei 2018. Hal yang dilakukan selama kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui 

prosedur penghitungan sampai dengan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 dan 

pajak pertambahan nilai atas pembelian alat tulis kantor. Pajak penghasilan pasal 

22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang 

berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan badan tertentu, 

baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan bidang impor 

atau kegiatan usaha dibidang lain, sedangakn PPN atau Pajak Pertambahan Nilai 

merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang 

bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah 

suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi 

jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai 

produk tersebut.  

 Penulisan laporan Tugas Akhir ini, selain untuk mengetahui dan memahami 

prosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan PPN, penulis juga mempelajari 

unsur-unsur yang berkenaan dengan PPh 22 maupun PPN dan memperoleh 

gambaran nyata tentang bagaimana prosedur pemungutan dan penyetoran pajak 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) adalah salah satu fakultas yang terdapat pada 

Universitas Jember yang selain melakukan kegiatan pembelajaran pada 

mahasiswanya, FISIP juga mempunyai kewajiban perpajakan yang harus 

dilaksanakan seperti salah satunya dalam pengadaan alat tulis kantor yang nantinya 
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akan digunakan untuk kegiatan oprasional, dikenakan pajak penghasilan pasal 22. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 2, 

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dikenakan tarif 

sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 

Kesimpulan dari hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir ini adalah Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik dalam pemotongan pajaknya menggunakan sistem 

withholding system dan prosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan PPN 

pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dipotong oleh bendahara 

pengeluaran telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1278/UN25.1.2/SP/2018, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-

menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, baik materiel maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, hal 

terpenting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan 

pembangunan dapat dilakukan dengan cara menggali sumber dana dari dalam 

negeri berupa pajak. 

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada 

beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sector fiscal mencapai lebih dari 70% dari 

total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan 

intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan 

negara dari sector fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pula bagi masyarakat, 

dunia usaha dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong atau pemungut 

pajak. 

Pengertian pajak sendiri menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut 

Sumarsan (2017:4) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke 

sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 

berdasakan ketentuan yang di tetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang 

langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya 

untuk menjalankan pemerintahan. Negara sangat mengandalkan penerimaannya 

dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, khususnya 

untuk pengeluaran rutin. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak Pusat dan Pajak Daerah. 
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Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam 

hal ini sebagai besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian 

Keuangan. Contoh dari Pajak Pusat : Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, dan Bea 

Cukai. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan Pajak Pusat, akan 

dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyulusan 

dan Konsultasi Perpajakn (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik 

di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Daerah dari Pajak 

Propinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, untuk 

contoh Pajak Kabupaten/kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan 

masih banyak lainnya. Untuk administrasi yang berhubungan dengan Pajak Daerah 

akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor sejenisnya yang 

dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. (www.pajakonline.com diakses pada 

tanggal 5 Juni 2018). 

 Salah satu contoh Pajak Pusat yang paling tinggi penerimaannya dari pada 

objek pajak lainnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan sendiri 

merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan 

untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun 

luar Indonesia dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak 

Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2, PPN dan lain sebagainya. Dalam  

Pajak Penghasilan, ada sebagian Wajib Pajak yang selain harus menyetorkan PPh-

nya sendiri juga wajib melakukan pemotongan dan penyetoran PPh-nya Wajib 

Pajak lain. Ini yang disebut dengan withholding tax system dimana Wajib Pajak 

melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak lain. Pada pelaksanaan kegiatan penulis yang pada awalnya dilaksanakan 

pada kantor BPJS kesehatan kantor cabang jember, namun karena penulis 

mengalami kendala dalam pengajuan data yang dibutuhkan untuk penyusunan 

laporan tugas akhir, maka kegiatan laporan tugas akhir dilakukan di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, penulis tertarik untuk membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 
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Pembelian Alat Tulis Kantor karena pada Setiap instansi tidak terlepas dari 

pembelian alat tulis kantor. Pembelian alat tulis kantor juga merupakan kegiatan 

rutin yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik setiap bulanya. Hal 

tersebut dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini : 

 

Tabel. 1.1 Sub bagian keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas transaksi 

pembelian ATK 

No Tanggal Transaksi Jumlah 

1 22 Maret 2017 Pembelian ATK Rp. 9.885.700 

2 19 Apeil 2017 Pembelian ATK Rp. 4.287.900 

3 18 Mei 2017 Pembelian ATK Rp. 3.018.600 

Sumber : Sub bagian keuangan Fakultas Ilmi Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

 Jember 

 

Tabel 1.1 adalah contoh transaksi bulanan yang menunjukan bahwa FISIP rutin 

melakukan transaksi pembelian ATK setiap bulanya. Pembelian Alat Tulis Kantor 

itu sendiri dikenakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dimana PPh pasal 22 

sendiri tidak terlepas dari Pajak pertambahan Nilai (PPN). PPN atau Pajak 

Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang 

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN atau Pajak 

Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak 

lain yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya 

adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, 

tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang 

memakai produk tersebut (https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai 

-ppn Di akses pada tanggal 5 Juni 2018). 

Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur pemungutan 

dan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN atas pengadaan ATK pada FISIP Universitas 

jember. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul 

tentang “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran, Pajak Penghasilan Pasal 22 

dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pelaksanaan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan apakah telah sesuai dengan 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir 

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun Tujuan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui serta menjelaskan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran 

Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN Atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

 

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir antara lain: 

a. Memperoleh pengalaman mengenai Prosedur Pemungutan dan Penyetoran 

Pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor dan untuk 

mengetahui keadaan sebenarnya di dunia kerja; 

b. Sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam 

melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan; dan 

c. Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan 

diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi 

dalam dunia kerja. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur 

2.1.1 Pengertian Prosedur 

Nuraida (2008:35) mengemukakan Prosedur adalah urutan langkah-langkah 

(atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, 

berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana 

melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. 

 

2.2 Perbendaharaan Negara 

2.2.1 Sekilas Tentang perbendaharaan di Indonesia 

 Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN 

dan APBD.6 Di Indonesia perihal perbandaharaan negara telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam undang-undang 

tersebut Bendahara didefinisikan sebagai setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk 

dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang 

atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.7 Undang-undang tentang 

Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang 

administrasi keuangan negara. 

 Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sistem 

perbendaharaan negara masih menggunakan ketentuan perundangan peninggalan kolonial 

belanda yaitu Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet 

(ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448. Seiring dengan perkembangan zaman undang-

undang tersebut kemudian diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2860). Namun, sampai dengan saat ini, kaidah- kaidah keuangan negara 

masih didasarkan pada ketentuan tersebut. 

 Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bendahara digolongkan dalam 3 

(tiga) golongan yaitu : 

a. Bendahara umum, yang terbadi menjadi 2 (dua) yaitu : 
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1) Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan 

fungsi bendahara umum negara.9 Dalam hal ini yang bertindak sebagai Bendahara 

Umum Negara adalah Menteri Keuangan.10 

2) Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan 

fungsi bendahara umum daerah.11 Dalam hal ini yang bertindak sebagai 

Bendahara Umum Negara adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah.12 

b. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan 

negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja 

kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.13 

c. Bendaharawan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan 

belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan 

kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 

 

2.3 Perpajakan  

2.3.1 Pengertian Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2009 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Menurut Hartati (2015:2) pajak adalah peralihan kekayaan 

dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

surplus-nya digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investment. 

 

2.3.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Resmi (2016:3) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena 
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pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasakan hal diatas, maka pajak 

mempunyai beberapa fungsi yaitu : 

a. Fungsi penerima (budgetair) 

 Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, 

yag diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan 

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya in dapat diperoleh dari 

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin 

seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. 

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran runtin. 

Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 

kebutuhna pembiayaan pembangunan yan semakin meningkat dan ini 

terutama diharapkan dari sektor pajak. 

b. Fungsi mengatur (regulerend).   

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah 

masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi 

mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak 

dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan 

kebijakaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan social. Sebagai alat 

untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan terutama banyak 

ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring 

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan 

berbagai macam fasilitas keringanan pajak.  

 

2.3.3 Jenis Pajak 

 Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. 

a. Menurut golongan 
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 Pajak dikelompokkan menjadi dua: 

1) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditantung sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang 

bersangkutan. 

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditangguang pihak-

pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau 

jasa. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh 

produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan 

kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan 

dalam harga jual barang atau jasa). 

b. Menurut sifat 

 Resmi (2016:7) Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini 

penjelasannya: 

1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan 

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subjeknya. 

 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak 

(wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi 

tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status 

perkawinan, banyaknya anakdan tanggungjawab lainnya). Keadaan 

pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menetukan 

besarnya penghasilan tidak kena pajak. 

2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang 
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mengakibatkan timbulnya kewajibannmembayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat 

tinggal. 

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) serta, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

c. Menurut lembaga pemungutan 

 Resmi (2016:7) Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya. 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

 Contoh: PPh, PPN, PPnBM 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / 

kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-

masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009. 

 Contoh:Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak 

Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi 

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas 

Tanah. 

 

2.3.4 Pemotongan dan Pemungutan Pajak 

 Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar 

pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan 

dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima 

penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran 

serta pelaporannya. Pemungutan pajak berbeda dengan pemotongan. Pemungutan 

pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. 

Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan 
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barang. Namun demikian ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak 

pembayar dengan mekanisme yang sama dengan pemotongan. Misalnya 

pemungutan oleh bendaharawan pemerintah atas pengadaan barang. Secara 

mekanisme pemungutannya, lebih menyerupai pemotongan pajak, karena 

dilakukan oleh pihak pembayar. Dengan demikian pemungutan pajak dilakukan 

dengan dua cara yaitu: (1) dengan cara pemotongan atas pembayaran yang 

dilakukan oleh pembeli barang, misalnya pemungutan PPh Pasal 22 bendaharawan 

dan BUMN/BUMD, PPh Pasal 22 atas pedagang pengumpul, dan (2) Pemungutan 

oleh pihak yang menjual barang atau yang memiliki otoritas mengeluarkan barang, 

misalnya PPh Pasal 22 atas penebusan DO Migas, penjualan semen, kertas, 

otomotif barang sangat mewah dan PPh Pasal 22 impor oleh Ditjen Bea dan Cukai. 

(http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-

pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan Diakses Tanggal 15 Mei 2018) 

 

2.3.5 Cara Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Resmi (2016:8) 

sebagai berikut: 

a. Stelsel Pajak 

 Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut in 

penjelasanya: 

1) Stelsel nyata (Riil stelsel) 

 Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek 

yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). 

Oleh karena itu, pemungutan pajaknya hanya baru dapat dilakukan pada 

akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya 

dalam satu tahun pajak diketahui. 

 Contoh : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, pasal 23, Pasal 4ayat 2, 

dan Pasal 26. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak 

didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat 

dan realistis.  
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2) Stelsel Fiktif  

 Stelse ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, 

penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun 

sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga juga 

dianggap sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan 

stelsel ini, berate besarnya pajak  yang terutang pada tahun berjalan 

sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang 

bersangkutan. 

 Contoh angsuran PPh Pasal 25 : 

 Penghasilan tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000. dengan anggapan 

bahwa penghasilan tahun 2016 adalah sama dengan tahun 2015, PPh 

tahun 2016 sudah dapat dihitung pada awal tahun 2016. Misalnya, tarif 

pajak yang berlaku adalah 5%, berarti besarnya PPh yang terutang pada 

tahun 2016 adalah Rp 2.500.000 yang pembayaranya dapat diangsur 

pada saat-saat tertentu dalam tahun tersebut. 

 Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun. 

3) Stelsel Campuran  

 Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada 

akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan 

sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya 

lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak 

harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika 

besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besaran pajak 

menurut enggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) 

atau di kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah 

diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).  
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b. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assesment System 

  Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

kepajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan 

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. 

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan 

ada aparatur perpajakan).  

2) Self assessment system 

 System pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  

Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut 

pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap 

mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang 

sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari arti 

akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi 

kepercyaaan untuk: 

a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;  

b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 

c) Membayar sendiri pajak yang terutang;  

d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan 

e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang 

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan 

ada pada wajib pajak). 

3) Withholding system 

 System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang 
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terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai 

perundangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya 

untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. 

Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada 

pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.  

 

2.3.6 Teori Pajak  

 Menurut Resmi (2016:5) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk 

memungut pajak dari rakyatnya, antara lain: 

a. Teori Asuransi 

 Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan 

segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga 

harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), 

untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran 

premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang 

dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-wkatu. Beberapa pakar 

menentang bahwa pembanding antara pajak dan perusahaan asuransi 

tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian 

secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak dengan 

jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung. 

b. Teori Kepentingan  

 Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus 

dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 

kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk 

perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.  

c. Teori Gaya Pikul 

 Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah 

sama beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur 

berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya 

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 
 

pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk 

wajib pajak orang pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan 

dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan 

pajak.  

 

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak 

 Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 

warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka 

timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu 

dan yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam 

bentuk pembayaran pajak.  

e. Teori Asas Gaya Beli  

 Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, 

melainkan hanya melihat pada efeknya,dan memandang efek yang baik itu 

sebagai dasar keadilannya.  

 

2.3.7 Tarif Pajak 

 Menurut Resmi (2016:13) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang 

diperlukan dua unsur, yaitu tariff pajak dan dasar penggunaan pajak. Jenis tariff 

pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tariff proporsional (sebanding), tariff progresif 

(meningkat),dan tarif degresif (menurun). 

a. Tarif Tetap 

 Tarif tetap adalah tariff berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun 

besarnya dasar pengenaan pajak. 

 Tabel 2.2 Contoh Tarif Tetap 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak 

1 Rp. 1.000.000 Rp. 6.000 

2 Rp. 2.000.000 Rp. 6.000 

3 Rp. 5.750.000 Rp. 6.000 

4 Rp. 50.000.000 Rp. 6.000 

Sumber : Resmi (2016) 
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 Di Indonesia, tariff tetap ditetapkan pada bea materai.pembayaran dengan 

menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan 

pajak sebesar Rp. 6.000. bea materai juga dikenakan atas dokumen-

dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Bea 

Materai. 

b. Tarif Proporsional (sebanding) 

 Tariff proporsional adalah tariff berupa persentase tertentu yang sifatnya 

tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar 

pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan 

kenaikan secara proporsional atau sebanding. 

 Tabel 2.2 Contoh Tarif Proporsional 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Utang Pajak 

1 Rp. 1.000 10% Rp. 100 

2 Rp. 20.000 10% Rp. 2.000 

3 Rp. 500.000 10% Rp. 50.000 

4 Rp. 90.000.000 10% Rp. 9.000.000 

Sumber : Resmi (2016) 

 

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh pasal  

26 (tarif 20%), PPh pasal 23 (tarif 15% dan 2 % untuk jasa lain), PPh WP 

dalam negeri, BUT (tariff pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 

serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan sebagainya. 

c. Tarif Progresif (meningkat) 

 Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin 

meningkat dengan semakin meningkat dasar pengenaan pajak. Tariff 

progresif dibedakan menjadi 3 yaitu: 

1) Tarif Progresif-Proporsional, tariff berupa persentase tertentu yang 

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan 

kenaikan persentase tersebut adalah tetap.  
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Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Proporsional 

 

Sumber : Resmi (2016) 

 

Tarif-prograsif proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk 

penghitung PPh. Tariff ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai 

dengan tahun 1994 dan diatur dalam pasal 17 UU No 7 Tahun 1983. 

2) Tarif Progresif-progresif, tariff berupa presentasi tertentu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikna 

presentase tersebut juga makin meningkat. 

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Progresif 

Sumber : Resmi (2016) 

 

d. Tariff progresif-progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung 

pajak penghasilan. Tariff ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan 

tahun 2000 dan diatur dalam pasal 17 UU No 10 Tahun 1994. Mulai tahun 

2001, jenis tariff ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, 

tetapi hanya untuk wajib pajk badan dan bentuk usaha tetap dengan 

perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut.  

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Progresif 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif 

1 Sampai dengan Rp. 1.000.000 10% - 

2 
Di atas Rp. 25.000.000 s.d. Rp 

50.000.000 
15% 5% 

3 Di atas Rp. 50.000.000 30% 15% 

Sumber : Resmi (2016) 

 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan Tarif 

1 Sampai dengan Rp 10.000.000 15% - 

2 
Di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp 

25.000.000 
25% 10% 

3 Di atas Rp. 25.000.000 35% 10% 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan Tarif 

1 Sampai dengan Rp 10.000.000 15% - 

2 
Di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp 

25.000.000 
25% 10% 

3 Di atas Rp. 25.000.000 35% 10% 
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e. Tariff progresif-degresif, tariff berupa presentase tertenu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan 

presentase tersebut makin menurun. 

Tabel 2.2 Contoh Tarif Progresif-Degresif 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif 

1 Sampai dengan Rp. 50.000.000 10% - 

2 
Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp 

100.000.000 
15% 5% 

3 Di atas Rp. 100.000.000 30% 15% 

Sumber : Resmi (2016) 

 

f. Tariff degresif (menurun), tariff berupa presentase tertentu yang makin 

menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

Tabel 2.2 Contoh Tarif Degresif (menurun) 

No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif 

1 Rp. 50.000.000 10% - 

2 Rp. 100.000.000 15% 5% 

3 Rp. 200.000.000 18% 3% 

Sumber : Resmi (2016) 

 

2.4 Pajak Penghasilan 

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) 

 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, 

serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian 

Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum 

Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 

Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan 

UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah UU No. 36 Tahun 2008. 

 

2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 

 Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan 

dipungut oleh pemerintah pusat yang secara operasional hal ini dilakukan oleh 
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Dirjen Pajak. Pajak Penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan PPh 

merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. 

Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila 

memperoleh penghasilan dari maupun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam 

sebutan wajib pajak. 

 

2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 

 Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut Sumarsan 

(2017:110) yang menjadi subjek pajak adalah : 

a. Orang Pribadi 

 Orang pribadi adalah sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di dalan negara ataupun di luar negeri 

b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh 

orang pribadi subjek pajak dalam negeri diangap sebagai subjek pajak dalam 

negeri yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris. 

c. Badan 

 Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha 

milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi lainya, 

lembaga, dan bentuk adan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

d. Badan Usaha Tetap (BUT) 

 Bentuk usaha yang dipergunakan oelh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan 

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 
 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

 

 Menurut Sumarsan (2017:110) Subjek pajak dibedakan menjadi: 

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari: 

1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

3) Badan Usaha Tetap (BUT) 

4) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

b. Subjek pajak luar negeri 

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari 

Indonesia. 

2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang menerima penghasilan dari Indonesia. 

c. Tidak Termasuk Subjek Pajak 

 Tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah: 

1) Kantor perwakilan negara asing 

2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerjapada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan 

syarat-syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta 

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri 

keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 

dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 
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4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 

menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan 

tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 

2.4.4 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Sumarsan (2017:117) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

yang termasuk dalam objek pajak adalah sebagai berikut: 

a. Penghasilan dari pekerja dalam hubungan kerja dan pekerja bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara dan sebagainya. 

b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

c. Laba usaha 

d. Keuntungan karena penjulan atau karena pengalihan harta 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan ansuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha korporasi 

h. Royalty 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapka dengan peraturan pemerintah 

l. Keuntungan karena selisi kurs mata uang asing 
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m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

n. Premi asuransi 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak 

q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

s. Surplus bank Indonesia 

 

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22 

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 

Pajak penghasilan pasal 22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22, merupakan 

pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga 

lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 

dan badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan 

dengan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. 

Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, 

pemotongan/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah 

dipotong/dipungut. Resmi (2016:283) 

 

2.5.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 

 Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat 

menetapkan hal-hal berikut ini : 

a. Bendagara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan 

pembayaran atas penyerahan barang. 

b. Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang 

melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 
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c. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas 

pembelian barang yang tergolong sangat mewah. 

 Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 107/PMK.010/2015, 

berikut ini daftar pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 :  

a. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas impor barang dan 

ekspor komoditas tambang batu bara , mineral logam, dan ineral bukan 

logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib 

pajak yang terkait dalam perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan 

dan kontrak karya. 

b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau 

lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainya atas pembelian barang. 

c. Bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan 

mekanisme uang persediaan (UP). 

d. Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah 

membayar yang diberi delegasi oleh kuasa penguna anggaran (KPA) atas 

pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung (LS). 

e. Badan usaha tertentu yang meliputi : 

1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau 

sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyerahan langsung 

dari kekayaan negara yang dipisahkan; 

2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh 

pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada 

BUMN lainya; 

3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha 

Milik Negara, meliputi PT Bank BRI, PT Semen Padang, PT Bank BNI 

Syariah, PT Petrokimia Gersik dan lain sebagainya atas pembelian 

barang dan/atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usaha. 
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f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industry 

kertas, industry baja, industry otomotif, dan industry farmasi atas penjualan 

hasil produksi kepada distributor dalam negeri. 

g. Agen tunggal pemegang merk (ATPM), Agen pemegang merk (ATM), dan 

importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di 

dalam negeri. 

h. Produsen atau impportir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas 

atas penjulan hasil produksinya kepad distributor dalam negeri. 

i. Industry atau eksporter yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, 

pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk 

keperluan industry atas ekspornya. 

j. Industry atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang 

batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang 

pribadi pemegang izin usaha atas pembelian komoditas pada industry-

industri tersebut. 

k. Badan usaha atau industri yang memproduksi emas batangan atas penjualan 

emas batangan oleh produsen emas batangan. 

l. Wajib pajak badan yang melakukan penjulan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

 

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 

 Menurut Resmi (2016:285) Objek pajak penghasilan (PPh) pasal 22 adalah 

suatu kegiatan, kegiatan yang dimaksud meliputi impor barang, ekspor barang 

tertentu, penjualan barang tertentu, atau penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut 

kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 ( Objek PPh Pasal 22) : 

a. Impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan 

mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan 

oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerja sama pengusahaan 

pertambangan dan kontrak karya. 

b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara 

pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak 
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pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah, dan lembaga-lembaga lainya. 

c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara 

pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang 

persediaan (UP). 

d. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung (LS) oleh Kuasa pengguna anggaran (KPA) atau 

pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa 

penguna anggaran (KPA). 

e. Badan usaha tertentu yang meliputi : 

1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau 

sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyerahan langsung 

dari kekayaan negara yang dipisahkan; 

2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh 

pemerintah setelah berlakunya pengalihan saham milik negara kepada 

BUMN lainya; 

3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha 

Milik Negara, meliputi PT Bank BRI, PT Semen Padang, PT Bank BNI 

Syariah, PT Petrokimia Gersik dan lain sebagainya atas pembelian 

barang dan/atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usaha. 

f. Penjulana hasil produksi yang dilakukan oleh Badan usaha yang bergerak 

dalam bidang usaha industry semen, industry kertas, industry baja, industry 

otomotif, dan industry farmasi atas penjualan hasil produksi kepada 

distributor dalam negeri. 

g. Penjualan kendaraan bermotor oleh Agen tunggal pemegang merk (ATPM), 

Agen pemegang merk (ATM), dan importer umum kendaraan bermotor atas 

penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 

h. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh Produsen atau 

impportir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 
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i. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan Industry atau eksporter yang 

bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan 

perikanan. 

j. Pembelian komoditas pada industri tambang batubara, mineral logam, dan 

mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha 

atas pembelian komoditas pada industry-industri tersebut. 

k. Penjualan emas batangan oleh Badan usaha atau industri yang memproduksi 

emas batangan. 

l. Penjualan barang yang tergolong mewah oleh Wajib pajak badan yang 

melakukan penjulan barang yang tergolong sangat mewah. 

2.5.4 Pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 22 

 Menurut Sumarsan (2017:288) yang dikecualikan dari pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 adalah : 

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan; 

b. Impor barang yang di bebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak 

Pertambahan Nilai : 

1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas 

di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 

2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang 

diakui dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 

mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas 

impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para 

pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 

3) Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, 

social, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. 

4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan 

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 
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5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengatahuan; 

6) Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat 

lainya; 

7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 

8) Barang pindahan; 

9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengankut, pelintas batas, dan 

barang kiriman, sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan kepabeanan; 

10) Barang yang di impor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 

yang ditunjukan untuk kepentingan umum; 

11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang 

yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan kemanan negara; 

12) Barang dan bahan yang diperuntukan untuk menghasilkan barang bagi 

keperluan pertahanan dan kemanan negara; 

13) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi 

Nasional (PIN); 

14) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umu, kitab suci, 

buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainya; 

15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal 

angkutan penyebrangan, dan suku cadangnya serta alat keselamatan 

pelayaran; 

16) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan 

dan dan alat keselamatan manusia; 

17) Kereta api dan suku cadangnya serta alat keselamatan serta peralatan 

untuk perbaikan atau pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian; 

18) Peralatn berikut suku cadang yang digunakan oleh kementerian 

pertahanan atau tentara nasional Indonesia; 

19) Bahan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya 

dilakukan oleh kantor kontrak kerja sama; 

20) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi. 

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 
 

c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untu 

diekspor kembali 

d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang yang telah diekspor 

kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dan memenuhi syarat 

yang telah ditentukan oelh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 

e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang berkenaan dengan : 

1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada bendahara 

yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 

tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 

2) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada BUMN yang 

jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 

tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 

3) Pembayaran untuk pembalian bahan bakar minyak, gas, pelumas dan 

pemakaian air dan listrik 

f. Impor emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang 

perhiasan dari emas untuk ekspor. 

g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana 

bantuan operasional sekolah (BOS) 

h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industry 

otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk 

(APM) dan importer umum yang telah dikenakan PPh22 sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas 

batangan kepada Bank Indonesia. 

j. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah. 

k. Pembelian gabah dan/.atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan 

Logistik ( Perum BULOG). 
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2.5.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 

a. Atas impor: 

1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai 

impor; 

2) non-API = 7,5% x nilai impor; 

3) yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang. 

b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, 

BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak 

final.) 

c. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak, yaitu: 

1) Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) 

2) Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) 

3) Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) 

4) Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 

d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau 

importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: 

1) Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain 

penyalur/agen bersifat tidak final 

e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari 

pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak 

termasuk PPN) 

f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang 

menggunakan API = 0,5% x nilai impor. 

g. Atas penjualan 

1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,- 

2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 

10.000.000.000,- 

3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya 

lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2. 
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4) Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau 

pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan 

lebih dari 400 m2. 

5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 

orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose 

vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih 

dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan 

PPnBM. 

h. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 

Pasal 22. (https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-22 

Diakses pada 15 Mei 2017) 

 

2.6 Akuntansi Pajak 

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

 Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk 

menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data 

kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat 

perhitungan perpajakan. 

 Menurut Waluyo (2012:34) akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan 

kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar 

pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

 

2.6.2 Fungsi Akuntansi Pajak 

 Fungsi akuntansi pajak ialah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan 

untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus memenuhi 

tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan ialah mengolah data 

kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat 

perhitungan perpajakan. 
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 Menurut Mulyono (2006:7) fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data 

kuantitatif yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat 

perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Tujuan kuantitatif pajak yang selanjutnya agar relevan, dapat dimengerti, daya uji, 

netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. 

 

2.6.3 Proses Akuntansi Pajak 

 Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti 

biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi 

ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan 

informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, 

kemudian di posting, lalu dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan 

pembuatan laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau 

tahunan. Proses akuntansi secara detail dan juga ilustrasinya dapat dilihat pada 

gambar mengenai siklus akuntansi dibawah ini. 

 

 Tabel 2.5 Proses Akuntansi Pajak 

Sumber : Waluyo (2012) 
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 Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti 

biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi 

ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan 

informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, 

kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan 

pembuatan laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau 

tahunan  (Waluyo, 2012:57). 

 

2.6.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 

 Bagi perusahaan yang memungut/memotong PPh Pasal 22 ini akan 

mencatat sebagai berikut: 

Biaya pengadaan ATK xxx  

Kas xxx 

 

(Mencatat pengeluaran untuk pengadaan ATK)  

Kas     xxx 

 Penerimaan PPh pasal 22  xxx 

 Penerimaan PPN   xxx 

(Mencatat PPh Pasal 22 dan PPN yang dipungut) 

Sumber : Waluyo (2012) 

 

2.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2.7.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No. 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai mana telah diubah dengan UU No. 11 

Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan Terakhir UU No. 42 

2009. Resmi (2016:1) 

 PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung 

untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak 

(konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada 
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setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan 

kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. (https://www.online-

pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn Diakses Pada 15 Mei) 

 

2.7.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 Menurut Resmi (2016:5) PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti 

beban pajak bias digeser ke pembeli. Dalam PPN subjek pajak meliputi : 

a. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha kecil ( 

menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013) 

merupakan perngusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan 

barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto 

dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah). 

b. Bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan 

kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam 

hal ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 

1) Impor barang kena pajak 

2) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean 

dan dari dalam daerah pabean 

3) Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean 

dan dari dalam daerah pabean. 

4) Membangun sendiri yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau 

pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri 

atau digunakan pihak lain yang batasanya ditetapkan oleh menteri 

keuangan. 

5) Penyerahan barang kena pajak berupa yang menurut tujuan semula 

tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas 

penyerahan aktiva yang pajak masukanya tidak dapat dikreditkan. 
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2.7.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-

kegiatan sebagai berikut (Pasal 4 UU PP) : 

a. Penyerahan BKP didalam daerah bapean yang dilakukan oleh pengusaha. 

Kegiatan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP meliputi : 

1) Penyerahan ha katas BKP karena suatu perjanjian; 

2) Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan jaminan sewa 

guna usaha (leasing); 

3) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; 

4) Pemaiakian sendiri dan/atau pemberian cuma-Cuma atas BKP; 

5) BKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak 

untuk diperjual belikan; 

6) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau 

penyerahan antar cabang; 

7) Penyerahan BKP secara konsinyasi; 

8) Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah 

b. Impor BKP. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 

c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. 

d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah 

pabean oleh siapapun. 

e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat 

berupa jasa konsultasi asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, 

dan jasa lain di dalam daerah pabean. 

f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP. 

g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP seperti penggunaan atau hak 

menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, 

paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia atau hak 

serupa lainya. 

h. Ekspor BKP. 
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2.7.4 Tarif Pajak Pertambahan NIlai (PPN) 

 Menurut resmi (2016:22) Tarif PPN Pasal 7 UU No.42 Tahun 2009 adalah 

sebagai berikut : 

a. Tarif PPN sebesar 10 % (sepuluh persen). 

 Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah 

pabean/impor BKP/penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah 

pabean/pemanfaatanJKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 

 Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan 

kebutuhan dana untuk oembangunan, pemerintah diberi wewenang 

mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling 

tinggi 15% (lima belas persen) dengan memakai prinsip tarif tunggal. 

b. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen). 

 Tariff 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak 

berwujud/ekspor jasa kena pajak (JKP). Tarif ini tidak berarti pembebasan 

dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). 

 

2.7.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN 

 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar 

untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai 

penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. 

Resmi (2016:22). 

a. Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak 

termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan 

dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. 

b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JPK, tidak 

termasuk PPN dan dipotong harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. 

c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea 

masuk ditambah pungutan lainya yang dikenakan pajak berdasarkan 
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ketentuan dalam perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak 

termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN. 

d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam 

dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor, 

yaitu pemberitahuan ekspor barang (BEP). 

e. Nilai lain sebaga dasar pengenaan PPN adalah jumlah yang ditetapkan 

sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai tersebut ditetapkan sebagai berikut 

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38/PMK.011/2013). 

 

2.7.6 Menghitung PPN 

 Menurut Resmi (2016:25) Pajak Pertambahan NIlai yang terutang dihitung 

dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut di 

formulasikan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.6 Rumus Menghitung PPN 

 

 

  = 10 % x (10% x ……) 

   =  Rp xxx 

 

 Penghitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara 

Final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung secara Final artinya 

tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak masukan. Penghitungan seperti itu 

dilakukan oleh : 

a. Pengusaha jasa pengiriman paket. 

b. Pengusaha biro perjalanan atau pengusaha biro pariwisata. 

c. Pengusaha pabrik emas. 

d. Pengusaha jasa pengurusan transportasi. 

 

PPN = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan 

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Cabang Badan 

Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Riau No. 

24 Sumbersari yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung hari efektif, 

yang dimulai dari tanggal 12 Maret 2018 dan berakhir tangal 24 April. Namun, 

dalam Praktek Kerja Nyata di instansi tersebut penulis tidak bisa melanjutkan 

magang atau Praktek Kerja Nyara sampai selesai sesuai dengan surat tugas dari 

fakultas dikarenakan terkendala data, yakni nominal yang sangat privacy. Maka 

dari itu, penulis memutuskan pada tanggal 20 April untuk tidak bisa melanjutkan 

kegiatan magang atau praktek kerja nyata pada kantor Pelayanan Jaminan 

Kesehatan Kabupaten Jember dan pindah untuk melanjutkan Kegiatan Laporan 

Tugas Akhir ini di bagian keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember yang beralamat di Jl. Kalimantan No.37, Sumbersari, Jember. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 

tanggal 30 Maret 2018. Hari efektif di Kantor Cabang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Daftar hari dan jam kerja di Kantor Badan Penyelengara Jaminan Sosial  

  (BPJS) Kesehatan Cabang Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin - Kamis 07.45 – 17.00 12.00 – 13.00 

Jum’at 07.15 – 17.00 11.30 – 13.30 

Sabtu dan Minggu LIBUR LIBUR 

Sumber : Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2018 
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 Sedangkan, pelaksanaan kegiatan di FISP Universitas Jember dimulai dari 

tanggal 26 April sampai dengan 3 Mei yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Daftar hari dan jam kerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 Universitas Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin - Kamis 08.00 – 16.00 12.00 – 13.00 

Jum’at 07.30 – 16.00 11.30 –13.00 

Sabtu dan Minggu LIBUR LIBUR 

Sumber : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan di BPJS Kesehatan Jember 

Pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir penulis ditempatkan pada beberapa bidang 

diantaranya: 

a. Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan 

 Pada bagian ini penulis diberi penjelasan tentang pengawasan dan 

pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi 

kewajibannya dan melakukan rekonsiliasi perusahaan. 

b. Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta 

 Pada bagian ini penulis diberi tugas membantu administrasi pendaftaran 

peserta baru baik dari mandiri maupun dari perusahaan dan juga membantu 

peserta dalam pendaftaran aplikasi mobile JKN 

c. Bidang Penagihan dan Keuangan 

 Pada bagian ini penulis diberi tugas untuk konfirmasi melalui telepon 

kepada para peserta yang menunggak pembayaran iuran kartu BPJS setiap 

bulannya dan juga pengecekan dana klaim di beberapa rumah sakit di 

kabupaten jember. 

d. Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik 

 Pada bagian ini penulis diberi tugas mengarsip voucher bank, kemudian 

dimasukkan kedalam ordner. 
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3.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan di FISIP Universitas Jember 

 Pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu 

minggu, penulis ditempatkan pada bidang keuangan yang bertugas sebagai 

pelayanan teknis administrasi dan keuangan di semua unsur dan mengatur 

pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan yang ada di FISIP Universitas Jember. 

 

3.2.3 Pelaksanaan Kegiatan 

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di BPJS Kesehatan Jember 

 

No Waktu Pelaksanaan Kegiatan  Hasil  

(a) (b) (c) (d) 

1 Senin,12 Maret 2018 

 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Kunjungan BU di 

daerah sumber sari 

dan kencong 

a. Dapat mengetahui 

Perencanaan target 

kerja dan mengevaluasi 

hasil kerja kemarin. 

b. Mengetahui jumlah BU 

yang terdaftar di BPJS 

pada kecamatan 

sumbersari, kaliwates 

sampai kencong 

 

2 Selasa,13 Maret 2018 

 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Mengikuti seminar 

sosialisasi Program 

JKN KIS di Hotel 

Bandung Permai  

 

a. Dapat mengetahui 

perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat Mendaftarkan 

aplikasi mobile JKN 

KIS yang diikuti oleh 

staf dari puskesmas 

jatiroto   

 

3 Rabu, 14 Maret 2018 

 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bagian 

pelayanan untuk 

sosialisasi mobile 

JKN pada peserta di 

lantai 1 kantor BPJS 

Kesehatan. 

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui cara 

mensosialisasikan 

program mobile JKN  
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(a) (b) (c) (d) 

4 Kamis,15 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Sosialisasi dan 

pengarahan oleh 

kepala cabang 

mengenai Pajak yang 

ada di BPJS 

Kesehatan  

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui pajak apa 

yang ada di BPJS 

Kesehatan dan proses 

yang dimulai dari 

pengitungan sampai 

dengan pelaporan 

 

 

5 Jumat,16 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bidang 

pelayanan untuk 

sosialisasi mobile JKN  

c. Menghitung dan 

merekap iuran peserta 

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui cara 

mensosialisasikan 

mobile JKN 

c. Mengetahui cara 

merekap data iuran 

6 Senin, 19  Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Menghitung dan 

merekap iuran peserta 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui cara 

merekap data peserta 

pada bulan maret 

7 Selasa, 20 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu pelayan 

dalam pengisian 

formulir pendaftaran 

anggota baru 

c. Sosialisasi mobile JKN 

pada peserta di lantai 1 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui cara 

pengisian formulir 

anggota baru  

c. Dapat mengetahui cara 

mensosialisasikan 

mobile JKN  

8 Rabu, 21 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bidang 

penagihan dan 

keuangan dalam 

menagih iuran peserta 

yang tertunggak 

c. Menghitung dan 

merekap iuran peserta 

a. Dapat mengetahui 

perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui cara 

penagihan pada peserta 

c. Dapat mengetahui cara 

menghitung dan 

merekap data iuran 
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(a) (b) (c) (d) 

9 Kamis, 22 Maret 2018 

Penanggung Jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bidang 

SDM, Umum, dan 

informasi publik 

mencari data SKPD 

c. Membantu bidang 

Verifikator mencari 

berkas Klaim 

a. Dapat mengetahui 

perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi hadil 

kerja kemarin 

b. Mengetahui berkas 

SKPD 

c. Mengetahui berkas 

Klaim  

10 Jumat, 23 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu  bidang 

penagihan dan 

keuangan menari 

berkas Voucher bank 

di Gudang 

 

a. Dapat mengetahui 

perencanaan target kerja 

dan mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

voucher bank.  

11 Senin, 26 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu Bidang 

Penagihan dan 

Keuangan dalam 

Crosscheck data 

tagihan peserta 

c. Mengikuti sosialisasi 

mengenai pembukaan 

auto-debit Bank BNI 

terkait dengan 

pembayaran angsuran 

iuran peserta 

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  mengenai 

program auto-debit 

Bank BNI pada 

angsuran iuran peserta 

12 Selasa, 27 Maret 2018 

Penanggung Jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas perasalahan 

kantor 

b. Menghitung besarnya 

iuran peserta 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui cara 

menghitung besarnya 

iuran peserta  
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(a) (b) (c) (d) 

13 Rabu, 28 Maret 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Miranti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu bidang 

Penagihan dan 

Keuangan untuk  

c. menginfokan 

tunggakan pada peserta  

d. Menghitung dan 

merekap data iuran 

 

 

a. Dapat mengetahui 

rencana target kerja dan 

mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui cara 

menginformasikan 

tunggakan pada peserta 

c.  Dapat mengetahui cara 

penghitungan dan 

rekapan data iuran  

14 Kamis, 29 Maret 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu Tugas 

pelayanan dalam 

mengisi Form 

pendaftaran 

a. Dapat mengetahui 

target kerja dan evaluasi 

hari kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk peserta baru 

15 Senin, 2 April 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu dalam 

pemotongan pajak 

servise kendaraan dan 

pengisian spt nya 

a. Dapat mengetahui 

target kerja dan evaluasi 

hasil kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui cara 

pemotongan dan 

pengisian spt nya.  

16 Selasa ,3 April 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM,danJP 

 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

17 Rabu, 4 April 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b. Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan mengevaluasi 

hasil kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

iuran peserta yang 

tertunggak. 

18 Kamis, 5 April 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b.  Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan mengevaluasi 

hasil kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

peserta 

 

 

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


42 
 

(a) (b) (c) (d) 

19 Jumat, 6 April 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b.  Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan mengevaluasi 

hasil kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

iuran peserta yang 

tertunggak. 

 

20 Senin, 9 April 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi  dan 

membahas 

permasalahan dikantor 

b. Merekap dan 

menghitung iuran 

peserta JKN KIS 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan mengevaluasi 

hasil kerja kemarin 

b. Mengetahui perekapan 

iuran peserta yang 

tertunggak. 

21 10 April 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas agenda 

kegiatan kantor 

b. Cek data klaim 

rumah sakit via 

aplikasi 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetrahui 

tata cara pengecekan 

klaim rumah sakit di 

kabupaten jember 

22 11 April 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

agenda kegiatan 

kantor 

b. Cek data klaim 

rumah sakit via 

aplikasi 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetrahui 

tata cara pengecekan 

klaim rumah sakit di 

kabupaten jember 

23 12 April 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

agenda kegiatan 

kantor 

b. Cek data klaim 

rumah sakit via 

aplikasi 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetrahui 

tata cara pengecekan 

klaim rumah sakit di 

kabupaten jember 
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(a) (b) (c) (d) 

24 16 April 2018 

Penanggung jawab : 

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

agenda kegiatan 

kantor 

b. Wawancara 

ketersediaan data 

pph 23 kepada 

kasir bagian 

keuangan 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin. 

b. Dapat mengetahui 

data data yang bisa 

diambil untuk 

keperluan laporan 

tugas akhir 

25 17 April 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

agenda kegiatan 

kantor 

b. Cek data klaim 

rumah sakit via 

aplikasi 

c. Belajar cara 

menghitung PPh 

23 yang 

ditunjukan oleh 

bagian keuangan 

bidang kasir 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetrahui 

tata cara pengecekan 

klaim rumah sakit di 

kabupaten jember dan 

lumajang 

c. Dapat mengetahui 

bagaimana cara 

penghitungan PPh 23 

26 18 April 2018 

Penanggung jawab : Tika 

Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

agenda kegiatan 

kantor 

b. Cek data klaim 

rumah sakit via 

aplikasi 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat mengetahui tata 

cara pengecekan klaim 

rumah sakit di 

kabupaten jember dan 

lumajang 

27 19 April 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

agenda kegiatan 

kantor 

b. Sosialisasi 

pembagian kartu 

BPJS di daerah 

sumbersari 

 

 

a. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

b. Dapat ikut 

berpartisipasi dalam 

sosialisasi guna 

mengetahui program 

BPJS yang juga 

merupakan program 

dari pemerintah 
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(a) (b) (c) (d) 

28 20 April 2018 

Penanggung jawab :  

Tika Tyas Minarti 

a. Apel pagi dan 

membahas 

agenda kegiatan 

kantor 

b. Sosialisasi 

pembagian kartu 

BPJS di daerah 

sumbersari 

 

c. Dapat mengatahui 

Perencanaan target 

kerja dan 

mengevaluasi hasil 

kerja kemarin 

d. Dapat ikut 

berpartisipasi dalam 

sosialisasi guna 

mengetahui program 

BPJS yang juga 

merupakan program 

dari pemerintah 

 

Tabel 3.3 Pelaksanaan Kegiatan Laporan Tugas Akhir di FISIP UNEJ 

 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

 

 

 

 

26 April 2018 

a. Pengarahan oleh Staf 

Jurusan untuk 

penempatan kerja dalam 

kegiatan PKN di bidang 

keuangan. 

b. Pengenalan 

kepada Kasubag 

dan Staf 

Keuangan FISIP 

a. Mengenal Kasubag 

dan staf keuangan 

FISIP Universitas 

Jember. 

b. Berkenalan dengan 

bu Nopi Nughraha 

selaku kasubag 

keuangan dan 

kepegawaian, pak 

Erwin suasa selaku 

staf PKK, bu Silfia 

selaku Petugas 

PPAB dan staf-staf 

yang lain di bagian 

keuangan FISIP 

 

27 April 2018 

a. Merekap nota-

nota pembelian 

ATK 

b. Memisahkan surat-surat 

berdasarkan tanggalnya 

a. Dapat mengetahui 

cara mengarsip nota 

dan surat 

b. Memasukan surat-

surat ke dalam 

ordner untuk di arsip 

berdasarkan waktu 

pelaksanaanya 
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30 April 2018 

a. Wawancara mengenai 

pajak apa saja yang ada 

di FISIP Universitas 

Jember 

a. Dapat mengetahui 

pajak apa saja yang 

ada di FISIP 

Universitas Jember dan 

Dapat melatih 

komunikasi 

2 Mei 2018 

a. Mencari info tentang 

PPh Pasal 22 

b. Konsultasi dengan 

dosen pembimbing 

mengenai judul laporan 

dan data- 

data yang dibutuhkan 

a. Mengetahui terkait 

PPh 22 atas 

Pembelian alat tulis 

kantor 

b. Dapat menyusun 

Laporan sesuai 

dengan tema yang 

dipilih 

3 Mei 2018 

a. Wawancara mengenai 

PPh pasal 22 pada 

Kasubag Keuangan 

FISIP 

b. Meminta data tentang 

PPh 22 pada bagian 

keuangan 

a. Dapat mengetahui 

prosedur pemungutan 

dan penyetoran PPh 22 

b. Data terkait sangat 

berguna untuk 

lampiran di Laporan 

Tugas Akhir 

 

 

4 Mei 2018 

a. Meminta data tentang 

PPh 22 pada bagian 

keuangan 

a. Mendapatkan data-

data yang diperlukan 

oleh penulis 

 

 

 

7 Mei 2018 

a. Melengkapi data 

tentang PPh pasal 22 

guna menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir 

penulis 

b. Berpamitan kepada FISIP 

Universitas Jember 

Khususnya pada bidang 

keuangan 

a. Mendapatkan data-

data yang diperlukan 

oleh penulis 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu data 

kuantitatif dan kualitatif. Data Kuantitatif adalah informasi yang berupa simbol 

angka atau bilangan. Sedangkan data Kualitatif adalah data informasi yang 

berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol atau angka. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebgaai 

 berikut : 

a. Data Primer 

 Adalah data yang diperoleh langsung dari Subjek Pajak dan Wajib Pajak. 

Data Primer diperoleh dari data-data terkait, yaitu hasil dari wawancara. 

b. Data Sekunder 

 Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan 22 dan 

PPN. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

a. Wawancara. 

 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya 

jawab kepada pihak yang bersangkutan langsung yaitu Kasubag Keuangan 

FISIP di Universitas Jember yang berkaitan dengan “Prosedur Pemungutan 

dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Alat 

Tulis Kantor”. 
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b. Studi Pustaka. 

Studi Pustaka diperoleh dari literatur, buku, dan telaah pustaka lain yang 

berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini. 

c. Observasi. 

 Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan mengamati terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Laporan 

Tugas Akhir ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait 

dengan pengadministrasian Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN atas 

Pembelian Alat Tulis Kantor 

d. Dokumentasi. 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, 

undang-undang dan sebagainya. 
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama 

melaksanakan kegiatan Laporan Tugas Akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember, penulis memberikan saran kepada Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember, agar meningkatkan kedisiplinan dan ketepatan 

waktu dalam kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. Surat Pengantar Magang  
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LAMIRAN 2. Surat Tugas Magang 
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LAMPIRAN 3. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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LAMPIRAN 4. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata (BPJS) 
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LAMPIRAN 5. Daftar Hadir Praktik Kerja nyata (FISIP) 
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LAMPIRAN 6. Daftar Nilai Praktik Kerja nyata
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LAMPIRAN 7. Kwitansi Pungutan PPh 22 
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LAMPIRAN 8. Nota Pembelian ATK
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LAMPIRAN 9. Bukti Setor E-Biling atas PPh 22 

 

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


77 
 

 

LAMPIRAN 10. Bukti Setor E-Biling atas PPN 
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LAMPIRAN 11. Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir 
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Transkrip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Nopi Nughraha, SE 

Hari, Tanggal  : Senin, 19 Maret 2018 

Jam   : 13.00 – 14.00 WIB 

Disusun Jam  : 19.00 – 20.30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Nopi Nughraha selaku Kasubag keuangan FISIP 

Topik Wawancara : Data terkait proses penghitungan sampai pelaporan PPh 22 

    atas pembelian ATK 

Pewawancara : Assalamualaikum bu, Selamat Siang, maaf mengganggu 

waktunya. 

Narasumber : Wa’alaikumsalam. Siang juga.Ada yang bias saya bantu?  

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila Ibu Nopi berkenan, saya ingin 

menanyakan  beberapa hal terkait data dan proses 

peenghitungan hingga pelaporan dari pajak penghasilan 

pasal 22 di Fakultas ini untuk bahan tulisan laporan tugas 

akhir saya bu. 

Narasumber : Ya boleh silahkan 

Pewawancara : Bagaimanakah perlakuan pajak PPh 22 atas pembelian 

ATK mulai dari menghitung sampai dengan melaporkan 

pajaknya bu?  

Narasumber : Oh iya. Jadi untuk PPh 22 atas pembelian ATK, kita di 

FISIP tiap bulanya melakukan pengadaan alat tulis kantor, 

kita melakukan kerja sama dengan rekanan yaitu C.V 

Senyumindo mediatama. Nah proses perpajakanya sendiri 

pihak FISIP hanya bertugas sebgai pemungut dan penyetor. 

Jadi setelah pembelian atau transaksi, bendahara 

pengeluaran FISIP menentukan besarnya tariff PPh 22 nya 

kemudian di hitung dan dipungut sebelum akhirnya di 

setorkan. Untuk pelaporanya, FISIP menyerahkan kepada 

bendahara pusat  

Pewawancara : Berati mengunakan Withholding System ya bu, lalu untuk 

proses penyetoranya sendiri apakah masih manual atau 

sudah online bu?  

Narasumber : Iya, Karna kita selaku bendahara pengeluaran yang 

melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak 

atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima 
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sekaligus menyetorkannya ke kas Negara . iya kalau untuk 

pelaporanya kita sudah online menggunakan E-Billing 

Pewawancara : Baik bu, lalu untuk data-datanya sendiri yang terkait 

dengan pemungutan dan penyetoran itu apa saja bu? 

Narasumber : Nah untuk data-datanya sendiri, kami ada mulai dari 

kwitansi pemungutan PPh 22 nya, kemudian ada nota 

pembelian barang apa saja yang dibeli sampai bukti setor E-

Billing nya 

 

Pewawancara  : Oke bu baik. Terimakasih atas waktunya. Mungkin untuk  

     sementara itu dulu yang bias saya tanyakan 

 

Narasumber : Nanti misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi 

mas. Lalu untuk data-data terkait laporan Tugas Akhir besok 

bias diambil, biar saya siapkan dulu. 
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LAMPIRAN 13. PMK NOMOR 34//PMK.010/2017
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LAMPIRAN 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
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LAMPIRAN 15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 
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LAMPIRAN 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
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Transkrip Wawancara 

 

Nama Narasumber : Nopi Nughraha, SE 

Hari, Tanggal  : Senin, 19 Maret 2018 

Jam   : 13.00 – 14.00 WIB 

Disusun Jam  : 19.00 – 20.30 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Nopi Nughraha selaku Kasubag keuangan FISIP 

Topik Wawancara : Data terkait proses penghitungan sampai pelaporan PPh 22 

    atas pembelian ATK 

 

Pewawancara : Assalamualaikum bu, Selamat Siang, maaf mengganggu 

waktunya. 

Narasumber : Wa’alaikumsalam. Siang juga.Ada yang bias saya bantu?  

Pewawancara : Maaf sebelumnya bu, bila Ibu Nopi berkenan, saya ingin 

menanyakan  beberapa hal terkait data dan proses 

peenghitungan hingga pelaporan dari pajak penghasilan 

pasal 22 di Fakultas ini untuk bahan tulisan laporan tugas 

akhir saya bu. 

Narasumber : Ya boleh silahkan 

Pewawancara : Bagaimanakah perlakuan pajak PPh 22 atas pembelian 

ATK mulai dari menghitung sampai dengan melaporkan 

pajaknya bu?  

Narasumber : Oh iya. Jadi untuk PPh 22 atas pembelian ATK, kita di 

FISIP tiap bulanya melakukan pengadaan alat tulis kantor, 

kita melakukan kerja sama dengan rekanan yaitu C.V 

Senyumindo mediatama. Nah proses perpajakanya sendiri 

pihak FISIP hanya bertugas sebgai pemungut dan penyetor. 

Jadi setelah pembelian atau transaksi, bendahara 

pengeluaran FISIP menentukan besarnya tariff PPh 22 nya 

kemudian di hitung dan dipungut sebelum akhirnya di 

setorkan. Untuk pelaporanya, FISIP menyerahkan kepada 

bendahara pusat  

Pewawancara : Berati mengunakan Withholding System ya bu, lalu untuk 

proses penyetoranya sendiri apakah masih manual atau 

sudah online bu?  

Narasumber : Iya, Karna kita selaku bendahara pengeluaran yang 

melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak 
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atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima 

sekaligus menyetorkannya ke kas Negara . iya kalau untuk 

pelaporanya kita sudah online menggunakan E-Billing 

Pewawancara : Baik bu, lalu untuk data-datanya sendiri yang terkait 

dengan pemungutan dan penyetoran itu apa saja bu? 

Narasumber : Nah untuk data-datanya sendiri, kami ada mulai dari 

kwitansi pemungutan PPh 22 nya, kemudian ada nota 

pembelian barang apa saja yang dibeli sampai bukti setor E-

Billing nya 

 

Pewawancara  : Oke bu baik. Terimakasih atas waktunya. Mungkin untuk  

     sementara itu dulu yang bias saya tanyakan 

 

Narasumber : Nanti misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi 

mas. Lalu untuk data-data terkait laporan Tugas Akhir besok 

bias diambil, biar saya siapkan dulu. 
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